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ABSTRACT 
 
Educational planning is a systematic effort to achieve the desired educational goals, 
and can be divided into several types based on scale, time and specific goals. Types 
of educational planning include strategic, operational, curriculum and financing 
planning. Strategic planning focuses on achieving the long-term vision of the 
education system, taking into account external and internal factors that can 
influence the direction of national education. Meanwhile, operational planning is 
more practical and oriented towards the implementation of daily educational 
activities at the institutional level. Curriculum planning focuses on developing and 
structuring teaching materials to meet learning needs in line with current 
developments and job market demands. Financing planning involves managing 
resources to support the sustainability of planned educational programs. Each type 
of planning is interrelated and has an important role in creating an education system 
that is effective, efficient and responsive to change. This article will review in more 
depth the characteristics of each type of educational planning, the challenges faced 
in its implementation, as well as recommendations for strengthening integration 
between types of planning in order to achieve better educational goals. 

Keywords: types of educational planning, islamic education management 

ABSTRAK 
Perencanaan pendidikan merupakan suatu upaya sistematis untuk mencapai tujuan 
pendidikan yang diinginkan, dan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan 
skala, waktu, dan tujuan spesifiknya. Jenis-jenis perencanaan pendidikan meliputi 
perencanaan strategis, operasional, kurikulum, dan pembiayaan. Perencanaan 
strategis berfokus pada pencapaian visi jangka panjang sistem pendidikan, dengan 
mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi arah 
pendidikan nasional. Sementara itu, perencanaan operasional lebih bersifat praktis 
dan berorientasi pada pelaksanaan kegiatan pendidikan sehari-hari di tingkat 
institusi. Perencanaan kurikulum berfokus pada pengembangan dan penataan 
materi ajar untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang sesuai dengan 
perkembangan zaman dan tuntutan pasar kerja. Adapun perencanaan pembiayaan 
melibatkan pengelolaan sumber daya untuk mendukung keberlanjutan program 
pendidikan yang telah direncanakan. Setiap jenis perencanaan tersebut saling 
berkaitan dan memiliki peran yang penting dalam menciptakan sistem pendidikan 
yang efektif, efisien, dan responsif terhadap perubahan. Artikel ini akan mengulas 
lebih dalam mengenai karakteristik masing-masing jenis perencanaan pendidikan, 
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tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta rekomendasi untuk 
memperkuat integrasi antar jenis perencanaan demi tercapainya tujuan pendidikan 
yang lebih baik. 
 
Kata Kunci: jenis perencanaan pendidikan, manajemen pendidikan islam 
 

A. Pendahuluan 
Dalam mengelola lembaga 

pendidikan diperlukan adanya 
kegiatan perancanaan (planning). Hal 
ini dikarenakan, perencanaan 
pendidikan sebagai suatu alat untuk 
mengatur sistem pendidikan yang 
penyesuaiannya dengan kebutuhan 
dan aspirasi seseorang dan 
masyarakat. Perencanaan harus 
mampu melihat bagaimana gambaran 
masyarakat pada masa yang 
mendatang dan adalah tugas 
perencanaan untuk menyesuaikan 
sistem pendidikan ke arah itu. E.C. 
Bebby dalam tulisannya memberikan 
definisi tentang perencanaan 
pendidikan yang dianut banyak 
negara berkembang termasuk 
Indonesia. la mengemukakan suatu 
definisi sebagai berikut: "Educational 
planning is the exercising of foresight 
in determining the policy, priorities and 
costs of an educational system, having 
dueregard for economic and political 
realities, for the systems potential for 
growth, and for the needs of the 
country and the pupils served by the 
system"(Bebby 1966). “(Perencanaan 
pendidikan adalah suatu usaha 
melihat ke masa depan dalam hal 
menentukan kebijakan, prioritas dan 
biaya pendidikan dengan 
mempertimbangkan kenyataan-
kenyataan yang ada dalam bidang 
ekonomi, sosial, dan politik untuk 
pengembangan potensi dalam sistem 
pendidikan nasional, memenuhi 
kebutuhan bangsa dan peserta didik 
yang dilayani oleh sistem tersebut)”. 

Berdasarkan definisi tersebut 
diatas, memperlihatkan dimensi baru 
dalam perencanaan pendidikan. 
Perbedaan yang mencolok dengan 

tipe perencanaan klasik ialah dalam 
hal besarnya perhatian yang 
dibebankan kepada pertumbuhan 
ekonomi, pengembangan sumber 
tenaga kerja dan terhadap 
perencanaan makro. Perencanaan 
tipe klasik tidak memperhatikan hal-
hal tersebut. Perencanaan pendidikan 
diartikan juga sebagai strategi  atau 
cara untuk mencapai tujuan 
pendidikan agar dapat lebih efektif dan 
efisien. Perencanaan dalam 
pengerartian yang lebih luas ialah 
sebagai penggunaan analisa yang 
bersifat rasional dan sistematik 
terhadap proses pengembangan 
pendidikan yang bertujuan untuk 
menjadikan pendidikan menjadi lebih 
efektif dan efisien. 

Perencanaan pendidikan di 
Indonesia merupakan suatu proses 
penyusunan alternatif kebijaksanaan 
mengatasi persoalan yang akan 
dilaksanakan dalam rangka 
pencapaian tujuan pembangunan 
pendidikan nasional dengan 
mempertimbangkan kenyataan-
kenyataan yang ada baik di bidang 
sosial, ekonomi, sosial, kebudayaan 
dan kebutuhan pembangunan secara 
menyeluruh terhadap pendidikan 
nasional(Enoch 1992, 2–4). 

Telah diketahui bahwa 
perencanaan pendidikan dalam arti 
yang seluas-luasnya, adalah 
penggunaan analisa yang bersifat 
rasional dan sistematik terhadap 
proses pengembangan pendidikan 
yang bertujuan untuk menjadikan 
pendidikan menjadi lebih efektif dan 
efisien dalam menanggapi kebutuhan 
dan tujuan murid-murid dan 
masyarakat. Perencanaan pendidikan 
sebagai suatu strategi yang 
menghasilkan langkah-langkah untuk 



233 
 

menuju titik tujuan dengan arah yang 
ditetapkan oleh garis-garis 
kebijaksanaan, yang sebenarnya 
mencakup tiga unsur pokok yang 
penting dan berlaku umum untuk 
semua jenis perencanaan, yaitu 1) 
keadaan sekarang (data dan informasi 
sebagai hasil potret atas situasi 
sekarang), 2) keadaan yang 
diharapkan yang akan dituju dan di 
capai (sasaran), dan 3) strategi 
pencapaian sasaran (langkah-
langknah. usaha, taktik atau 
cara)(Vembriarto 1988b, 39). 
Perencanaan pendidikan merupakan 
strategi atau cara untuk mencapai 
tajuan pendidikan agar dapat lebih 
efektif dan efisien. Penetapan prioritas 
kebutuhan dalam perencanaan 
pendidikan merupakan salah satu 
aspek yang harus 
diperhatikan(Usman 2006, 90). 
Dengan perencanaan yang mapan, 
maka dapat diketahui hal-hal apa saja 
yang harus dilakukan terlebih dahulu, 
sehingga tidak terjadi kekaburan dan 
kesimpangsiuran dalam mengambil 
keputusan dan mengambil tindakan 
dalam pelaksanaan pendidikan.  

Perencanaan pendidikan sebagai 
suatu alat dalam menentukan dan 
menetapkan langkah-langkah serta 
usaha yang akan di ambil dalam 
mencapai tujuan 
pendidikan(Sindhunata 2001, 55). 
Dari langkah yang ditetapkan tersebut 
akan diperkirakan kebutuhan-
kebutuhan pendidikan di masa depan 
yang perlu dilaksanakan terlebih 
dahulu atau untuk menentukan skala 
prioritas dalam memenuhi kebutuhan 
pendidikan. 

 
B. Metode Penelitian 

 Penelitian ini 
menggunakan metode studi 
literatur dengan pendekatan 
kualitatif. Data dan informasi yang 
digunakan dalam penelitian ini 
diambil dari berbagai sumber, 

termasuk jurnal akademik, buku, 
laporan penelitian, dan artikel 
terkait yang membahas jenis-jenis 
perencanaan pendidikan. Analisis 
dilakukan dengan 
mengkategorikan informasi 
berdasarkan tema-tema yang 
relevan, seperti Pengantar 
Perencanaan Pendidikan, Dasar-
dasar Perencanaan Pendidikan, 
dan Analisis Kebijakan 
Pendidikan. Melalui pendekatan 
ini, diharapkan dapat dihasilkan 
pemahaman yang lebih 
mendalam mengenai jenis-jenis 
perencanaan pendidikan. 
 

C. Hasil dan Pembahasan 
1. Landasan Pemakaian dalam 

perencanaan menejemen 
pendidikan Islam 
Dalam mengelola lembaga 

pendidikan Islam, tidak akan terlepas 
dari kaidah-kaidah yang menjadikan 
kerja itu terarah dan mempunyai nilai 
pertanggung jawaban. Begitu pula 
dalam perencanaan pendidikan 
tentunya kaidah-kaidah menjadi 
mutlak diperlukan. Namun sampai 
saat ini, setidaknya yang penulis 
ketahui, belum menyebutkan secara 
jelas dan terperinci ketentuan-
ketentuan yang menjadi landasan 
kerja perencanaan pendidikan. 
Sekalipun demikian, setidaknya ada 
beberapa landasan perencanaan 
pendidikan sebagaimana dinyatakan 
oleh St. Vebriarto, yaitu: 

1. Perencanaan pendidikan itu 
harus menggunakan 
pandangan jangka panjang; 
dalam hubungan dengan 
perencanaan pendidikan ini 
dibedakan tiga jangka 
perencanaan: rencana jangka 
pendek (1-2 tahun), rencana 
jangka menengah (4-5 tahun), 
dan rencana jangka panjang 
(10-15 tahun). 
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2. Perencanaan pendidikan itu 
harus bersifat komprehensif, 
artinya meliputi keseluruhan 
sistem pendidikan dengan 
berbagai bagiannya, meliputi 
pendidikan formal maupun non 
formal. 

3. Perencanaan pendidikan itu 
harus diintegrasikan ke dalam 
perencanaan pembangunan 
ekonomi dan sosial yang lebih 
luas, atau dengan perkataan 
lain perencanaan pendidikan 
harus merupakan bagain dari 
perencanaan masyarakat. 

4. Perencanaan pendidikan harus 
merupakan bagain integral dari 
pada manajemen pendidikan. 
Perencanaan pendidikan harus 
berhubungan erat dengan 
proses pengambilan keputusan 
dan pelaksanaannya. 

5. Perencanaan pendidikan harus 
memperhatikan perkembangan 
kuantitatif dan kualitatif 
pendidikan; perencanaan 
pendidikan harus menjadikan 
pendidikan lebih relevan, 
efisien dan efektif(St. Vebriarto 
1982, 44–45). 

Peryataan Vebriarto di atas, 
memberi pemahaman bahwa dalam 
perencanaan pendidikan harus 
mempunyai keutuhan sebagai sebuah 
perencanaan dari pendidikan. 
Sehingga perencanaan yang dibuat 
harus tetap memperhatikan unsur-
unsur dalam pendidikan, sifat dari 
pendidikan yang direncanakan, 
efesiensi dan efektifitas pendidikan, 
evaluasi atau kontrol, sekaligus tujuan 
dimana pendidikan diharapkan dalam 
masyarakat. 

Dengan demikian sebuah 
perencanaan pendidikan harus 
menganut kaidah-kaidah sebagai 
berikut: 

1. Kontinyuitas; dimana sebuah 
perencanaan harus bersifat 
kontinyu terus menerus dalam 

batas kurun waktu yang sudah 
ditentukan. 

2. Komprehensif; yaitu bahwa 
sebuah perencanaan harus 
melihat secara utuh segala 
elemen yang menjadi garapan 
perencanaan, sehingga 
perencanaan itu benar-benar 
melingkupi segala aspek 
garapan. 

3. Integrasi; yakni dalam 
perencanaan harus selalu 
diintegrasikan pada arah dan 
tujuan yang menjadi harapan 
atau cita-cita masyarakat 
secara keseluruhan baik dalam 
sosial maupun ekonomi. 
Sehingga perencanaan selalu 
sinergis dengan pembangunan 
masyarakat. 

4. Integral; dalam kapasitas ini 
perencanaan harus integral 
dengan manajemen 
pendidikan. Dimana suatu 
bangunan terhadap pendidikan 
jelas akan terkait dengan siapa 
yang akan menjadi pelaksana 
dari perencanaan itu. 

5. Evaluasi; yakni dalam 
perecanaan harus menganut 
evaluasi tertentu dalam 
kuantitas maupun kualitas yang 
ada. 

Perencanaan pendidikan dalam 
rangka mempersiapkan alternatif 
pemecahan masalah guna memenuhi 
kebutuhan pendidikan secara realistis 
harus berpedoman kepada tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan 
secarajelas dan terinci. Berbagai 
tujuan yang telah ditetapkan akan 
menentukan pula pola pendekatan 
perencanaannya(Udin Syaefudin 
Sa’ud dan Abin Syamsuddin Makmun 
2006, 236). 

Pendekatan dalam perencanaan 
pendidikan secara umum dapat 
dibedakan menjadi tiga pendekatan, 
yaitu: Pendekatan permintaan 
masyarakat (social demand 
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approach), Pendekatan social 
demand adalah pendekatan dalam 
perencanaan pendidikan yang 
didasarkan atas tuntutan atau 
kebutuhan sosial akan pendidikan. 
Pendekatan ini didasarkan pada 
tujuan untuk memenuhi tuntutan atau 
permintaan seluruh individu terhdap 
pendidikan pada tempat dan waktu 
tertentu dalam situasi perekonomian, 
sosial, politik, dan kebudayaan yang 
ada pada saat itu. Dengan 
menggunakan pendekatan 
perencanaan seperti ini, maka 
perencanaan pendidikan pada 
umumnya harus memperkirakan 
kebutuhan pada masa yang akan 
datang dengan mengadakan analisis 
terhadap: 

a) Pertumbuhan penduduk, 
penduduk usia sekolah. 

b) Prosentase penduduk yang 
bersekolah. 

c) Arus murid dari tingkat yang 
satu ke tingkat yang lebih 
tinggi(umpamanya dari SD ke 
SMP dan ke SMU sampai PT). 

d) Pilihan atau keinginan 
masyarakat dan individu 
tentang macam-macam 
pendidikan. 

Adapun kelemahan dari pendekatan 
ini, yaitu: 

a) Tidak begitu mengindahkan 
besarnya sumber-sumber dana 
yang tersedia dan besarnya 
alokasi dana dalam bidang lain 
pada sektor yang sama. 

b) Kurang memperhitungkan 
perlunya keseimbangan demi 
sifat macam tenaga kerja yang 
diperlukan oleh sektor lain. 

c) Penerimaan murid dalam 
jumlah banyak, apalagi kalau 
tidak diimbangi dengan jumlah 
tenaga pengajar dan fasilitas 
belajar, cenderung 
mengakibatkan menurunnya 
mutu lulusannya. 

d) Mengakibatkan masalah 
nasional tentang alokasi biaya 
untuk sektor lain. Mengabaikan 
pola kebutuhan akan tenaga 
kerja; dan ada kemungkinan 
bahwa mutu pendidikan 
cenderung untuk menurun 
(Enoch 1992, 85-98). 

Kritik ini tentu saja beralasan karena 
data sensus penduduk 
memperhatikan kecenderungan yang 
menarik bahwa proporsi jumlah 
tenaga penganggur lulusan 
pendidikan yang lebih tinggi ternyata 
lebih besar dibandingkan dengan 
proporsi penganggur dari lulusan yang 
lebih rendah (Ace Suryadi dan H.A.R. 
Tilaar 1993, 134). 

Pendekatan ketenaga kerjaan 
(man power approach)Yang dimaksud 
dengan pendekatan ketenagakerjaan 
(Man Power Approach) menurut A. W. 
Guruge adalah, “Gearing on 
educational effort to the fulfilment of 
national manpower requirements” 
bahwa pendekatan ini bertujuan 
mengarahkan kegiatan-kegiatan 
pendidikan kepada usaha untuk 
memenuhi kebutuhan nasional akan 
tenaga kerja (Man Power atau Person 
Power). Pada tahap permulaan 
pembangunan dimana diperlukan 
banyak tenaga kerja dari segala 
tingkatan dan berbagai jenis keahlian, 
kebanyakan negara mengharapkan 
supaya pendidikan mempersiapkan 
dan menghasilkan tenaga kerja yang 
terampil untuk pembangunan dalam 
sektor pertanian, industri, 
perdagangan dan sebagainya, dan 
juga untuk calon pemimpin yang 
cerdas dalam profesinya. Untuk itu 
maka dicoba membuat perkiraan 
jumlah dan kualitas tenaga kerja yang 
terampil untuk pembangunan dalam 
sektor pertanian, industri, 
perdaganagan dan sebagainya, dan 
juga untuk calon pemimpin yang 
cerdas dalam profesinya. Karena itu 
maka dicoba membuat perkiraan 
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jumlah dan kualitas tenaga kerja yang 
dibutuhkan oleh setiap kegiatan 
pembangunan nasional. Perencanaan 
pendidikan dalam hal ini diharapkan 
dapat memberikan keyakinan 
penyediaan fasilitas dan pengarahan 
arus murid benar-benar didasarkan 
atas perkiraan kebutuhan tenaga 
kerja. 
Kebanyakan ahli-ahli ekonomi memilih 
pendekatan ketengakerjaan ini, 
karena mereka berpendirian bahwa 
pertumbuhan ekonomi tidak hanya 
bergantung kepada sumber-sumber 
alam dan fasilitas tetapi juga sumber 
tenaga kerja yang mengolah, 
menggunakan serta mengelolanya. 
Man Power Approach memperhatikan 
terutama jenis dan tingkat pendidikan 
yang dapat langsung menghasilkan 
tenaga kerja. Perencanaan 
pengembangannya (kualitatif dan 
kuantitatif) didasarkan kepada 
perbandingan tenaga kerja menurut 
klasifikasi yang ada serta jumlah yang 
diperlukan. Misalnya bila diperlukan 
100 insinyur, berapa lulusan SMK 
yang harus ada; perbandingan antara 
dokter dengan perawat dan 
sebagainya. 
Masalah yang timbul dalam 
perencanaan tenaga kerja terutama 
bagi negara yang sedang bekembang 
seperti Indonesia ini, antara lain; 

a. Jenis dan jumlah tenaga kerja. 
b. Persyaratan yang jelas 

mengenai mutu personil yang 
dituntut oleh pasaran tenaga 
kerja. 

c. Perbandingan jumlah personil 
berdasarkan jenjang keahlian. 

d. Kebutuhan yang riil akan 
tenaga kerja (A. W. Guruge 
dalam Djumberansyah Indar, 
n.d., 33–35). 

Pendekatan nilai imbalan (rate of 
return approach) Pendekatan ini juga 
disebut pendekatan cost-benefit yang 
prinsipnya adalah prinsip yang wajar 
diketahui oleh setiap orang dalam hal 

penggunaan uang apabila orang ingin 
memperoleh hasil yang melebihi 
pengeluarannya (Vembriarto 1988, 
49). 
Dalam pendekatan ini 
dipertimbangkan penentuan besarnya 
investasi dalam dunia pendidikan 
sesuai dengan hasil, keuntungan atau 
efektifitas yang akan diperolehnya. 
Dalam hal ini bukan hanya biaya 
keseluruhan pendidikan tetapi juga 
biaya sesuatu jenjang dan jenis 
pendidikan selalu dibandingkan 
dengan nilai hasil, misalnya kenaikan 
pendapatan atau kenaikan 
produktifitas daripada orang-orang 
yang sudah memperoleh pendidikan 
(Enoch 1992, 49). 
 
2. Prinsip-prinsip yang digunakan 

dalam perencanaan menejemen 
pendidikan Islam 
Sebagaimana telah dijelaskan 

terdahulu, bahwa pada dasarnya 
perencanaan hanyalah alat untuk 
mencapai tujuan dari pendidikan 
bukan tujuan itu sendiri. Sehingga 
efektifitas dari sebuah perencanaan 
pun tergantung pada aspek-aspek 
yang lain dari unsur-unsur pendidikan. 
Bahkan kombinasi yang harmonis 
dengan alat-alat yang lain akan 
menjadikan perencanaan pendidikan 
lebih optimal. Dan menjadi suatu yang 
prinsip, dimana perencanaan 
pendidikan menganut pada prinsip-
prinsip tertentu guna efektifitas dan 
efisiensi dari perencanaan itu sendiri, 
sehingga tujuan yang diembannya 
dalam sistem pendidikan akan 
terwujud. Adapun prinsip-prinsip dari 
perencanaan pendidikan adalah 
sebagai berikut: 

1) Perencanaan harus bersifat 
komprehensif; yakni bahwa 
dalam membuat 
perencanaan harus 
memandang pendidikan 
sebagai suatu keseluruhan. 
Semua aspek pendidikan 
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harus mendapat perhatian. 
Dengan demikian, dalam 
perencanaan pendidikan 
harus konsisten terhadap 
tujuan-tujuan yang hendak 
dicapai, jangka pendek 
maupun jangka panjang 
dan mencakup semua jenis 
kebutuhan individu, 
masyarakat dan 
pembangunan nasional. 

2) Perencanaan pendidikan 
harus bersifat integral; yaitu 
bahwa dalam menyususn 
rencana pendidikan harus 
terintegrasi dalam 
perencanaan yang 
menyeluruh yang sudah 
tampak dalam sistem dan 
prosedur pengelolaan 
pendidikan. Disamping itu 
perencanaan pendidikan 
harus selaras dengan 
kebutuhan sosial dan 
adanya harmoni, koordinasi 
yang mantap antar semua 
unit dan dinas (yang 
merencanakan). 

3) Perencanaan pendidikan 
harus memperhaikan 
aspek-aspek kualitatif dan 
kuantitatif; artinya dalam 
membuat perencanaan 
pendidikan, aspek 
kuantitatif dan kualitatif 
harus menjadi acuan. 
Karena keberhasilan 
sebuah program tidak 
terlepas dari aspek 
tersebut. 

4) Perencanaan pendidikan 
harus merupakan rencana 
jangka panjang dan 
kontinyu; sebagaimana sifat 
dari suatu pendidikan yaitu 
sebuah proses yang bukan 
pragmatis semata 
menjadikan sebuah 
perencanaan juga harus 
memahaminya sebagai 

sebuah proses terus 
menerus. Hanya sekalipun 
demikian tetap ada jangka 
tertentu (pendek atau 
panjang). 

5) Perencanaan pendidikan 
harus didasari efisiensi; 
sehingga dalam 
merencanakan sebuah 
pendidikan dapat 
menggunakan seefiesiensi 
mungkin kebutuhan dana 
dan biaya yang ada 
diinfestasikan pada 
kebutuhan yang paling 
mendasar. 

6) Perencaan pendidikan 
harus dibantu oleh 
organisasi administrasi 
yang efisien dan yang dapat 
diandalkan; data sebagai 
input dari perencanaan 
harus memang benar-benar 
data yang dapat diandalkan. 
Karena kebenaran data 
yang ada akan menjadikan 
perencanaan itu tepat 
sasaran. 

7) Perencanaan pendidikan 
harus memperhitungkan 
semua sumber-sumber 
yang ada atau yang dapat 
diandalkan; sehingga 
perencanaan pendidikan 
yang dibuat akan menjadi 
perencanaan yang sesuai 
dengan kebutuhan (A. W. 
Guruge dalam 
Djumberansyah Indar, n.d., 
12–14). 

Adapun desain yang di gunakan 
dalam suatu perencanaan Desain 
meliputi tiga esensi dasar yaitu 
material, bentuk dan relasi dinamis di 
antara komponen-komponen 
semuanya. Material adalah dasar 
pembangunan komplek yang berasal 
dari fisik sebuah lingkungan yang 
merupakan dasar medium bagi kerja 
desainer. Bentuk menghadirkan 
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perpaduan material, bentuk fisik 
material ke dalam ketepatan batas 
untuk pembangunan sistem aktifitas. 
Aspek terakhir dari masalah desainer 
adalah perpaduan dinamis berbagai 
gerakan ke dalam perpaduan bebagai 
sistem. Seperti sebuah konsep desain 
yang menekankan penerapan 
keindahan pada proses desain. 
Seperti, pengaruh pemahatan pada 
patung atau pengarauh pengecatan 
pada aspek komposisinya. Hal 
tersebut jelas bahwa ide kreatifitas 
diikutkan dalam desain sebuah 
pemikiran yang mengandung petunjuk 
seorang desainer yang sangat unik. 
Sebuah desian dibuat oleh teknisi 
yang kreatif yang mengkombinasikan 
kemampuan teknik untuk 
mengekspresikan ide dengan 
kreatifitas dan imajinasi yang 
memasang dan menyusun berbagai 
hal. 

Grillo telah membuat konsep 
triangular sebuah desain. Berbagai 
poin komponen proses desain adalah 
dua kebutuhan pokok, yaitu 1) 
prosedur tepat (efektif) terhadap 
lokalisasi dan aktifitas manusia 
(dengan atau tidak hubungan satu 
sama lain atau perbedaan 
penggunaan areal/tanah), 2) kekuatan 
pemahaman areal/tanah, sebelum 
mendesain fisik lingkungan (A 1973, 
276). 
Masalah desain adalah masalah yang 
kompleks dan dipengaruhi oleh 
berbagai faktor termasuk seperti 
kultur, politik, alam dan lingkungan. 
Faktor lain yang mempengaruhi 
perencanaan adalah iklim, psikologi, 
teknologi dan perubahan sosial kultur. 
Perubahan kultur menjadi sangat 
penting dan mempengaruhi teknologi 
dalam membuat struktur lingkungan.  

Faktor lain yang mempengaruhi 
proses desain meliputi kegunaan 
waktu, perencanaan yang 
komprehensif, interaksi sosial, 
perkembangan ekonomi dan edukasi 

yang mempengaruhi pendekatan 
tersebut, seperti pendekatan asumsi 
kegunaan seluruh teknologi modern 
untuk analisis dan perencanaan. 
Hanya ketika fenomena itu disadari 
sekaligus dipelajari dalam bentuk 
interaksi perencanaan pendidikan 
yang komprehensif akan berjalan 
secara optimal (A 1973, 278–79). 
Desain yang sukses harus 
mengkomposisikan seluruh elemen 
yang tersedia di alam tanpa 
memberikan penekanan elemen 
tersebut. 

Penekanan pada pergerakan 
dalam proses desain menonjolkan 
fakta bahwa desain itu sendiri harus 
dibentuk untuk memperkenankan 
katepatan aktifitas pada fungsi dalam 
fisik lingkungan. Tindakan kreatifitas 
desain adalah produk akhir yang 
merefleksikan berbagai personalitas 
desainer. Keindahan atribut 
pengalaman desainer, kebijaksanaan 
konfensional dan terkaan intuisi, 
semua punya peraturan dalam proses 
desain. 

Desainer harus pandangan luas, 
kematangan filosofis sosial dan 
keahlian teknik terhadap analisis yang 
wajib untuk menyusun rencana yang 
tepat. Desain dapat secara utuh 
menerapkan kedisiplinan analisis 
sistem. Kemampuan teknik dan 
orientasi umum yang menyediakan 
pendekatan pada keseluruhan desain 
. Kebanyakan penekanan dalam 
desain ditempatkan pada optimalisasi 
fungsi relasi. Perencanaan desain 
sebagai akibat adanya hubungan 
antara fasilitas dan perpaduan yang 
erat antara waktu dan jarak. 

 
D. Kesimpulan dan Saran 

Perencanaan sebagai suatu 
alat dalam menentukan dan 
menetapkan langkah-langkah 
serta usaha yang akan diambil 
dalam mencapai tujuan 
pendidikan. Dari langkah-langkah 
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yang telah ditetapkan tersebut 
diharapkan dapat diperkirakan 
kebutuhan-kebutuhan pendidikan 
di masa depan yang perlu 
dilaksanakan terlebih dahulu 
(skala prioritas) dari kebutuhan 
pendidikan.  

Disamping itu, perencanaan 
pendidikan sebagai suatu alat 
untuk mengatur sistem pendidikan 
yang penyesuaiannya dengan 
kebutuhan dan aspirasi 
seseorang dan masyarakat. 
Perencanaan harus mampu 
melihat bagaimana gambaran 
masyarakat pada masa yang akan 
datang dan adalah tugas 
perencanaan untuk 
menyesuaiakan sistem 
pendidikan. 

Dari pengalaman-pengalaman 
pelaksanaan perencanaan 
pendidikan, maka dapatlah ditarik 
pelajaran, antara lain: 

1) Suatu sistem pendidikan 
hanya dapat direncanakan 
dengan baik dan dapat 
diimplementasikan dengan 
baik apabila pelaksana dan 
pengelola pendidikan 
mempunyai tanggung 
jawab yang baik dan 
adanya saling jalin-
menjalin dan tercapainya 
tujuan daripada 
keseluruhan sistem itu. 

2) Perencanaan akan 
terlaksana dengan sebaik-
baiknya apabila; a) para 
pemimpin politik dan 
pendidikan sungguh-
sungguh yakin akan 
pentingnya perencanaan 
itu, memberikan dukungan 
dan secara serius 
menggunakan 
perencanaan itu dalam 
keputusan-keputusan, dan 
b) orang-orang lain yang 
secara serius terlibat dalam 

sistem pendidikan itu, 
seperti para petugas 
administrasi, guru, murid, 
orang tua murid, diberi 
kesempatan yang wajar 
untuk memberikan 
andilnya dalam perumusan 
rencana-rencana 
pendidikan. 

3) Dalam menghadapi 
lingkungan/masyarakat 
yang berubah, ada 
beberapa tindakan yang 
mungkin diambil oleh 
manajer pendidikan, yaitu 
tindakan untuk bertahan, 
terus mengadakan 
perbaikan, melakukan 
inovasi atau mengadakan 
perombakan total. 
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